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KATA PENGANTAR
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Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang diberikan 

kepada penulis. Shalawat dan salam selalu tercurah kapada Rasulullah S A W, 

keluarga dan para sahabatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, berkat rahmat dan 

hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Konsep 

Restorative Justice dalam Penanganan Anak Nakal di Indonesia” sebagai syarat 

untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 

Inderalaya.

Dalam penanganan anak nakal terdapat alternatif penanganan yang dapat 

digunakan yaitu melalui Restorative Justice. Konsep Restorative Justice ini dikatakan 

sangat ramah dan sangat melindungi hak-hak anak. Oleh karena itulah penulis tertarik 

untuk mengetahui bagaimana konsep Restorative Justice tersebut dalam penanganan 

anak nakal. Selain itu, penulis juga ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang 

menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Restorative Justice tersebut.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat sederhana dan masih banyak 

terdapat kekurangan, baik ditinjau dari isi maupun bentuknya. Hal ini disebabkan 

karena keterbatasannya kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh 

karena itu penulis sangat mengaharapkan sumbangan pemikiran, saran dan kritik 

yang membangun dari semua pihak untuk menuju kesempurnaan penulisan skripsi 

yang lebih baik di masa yang akan datang. Penulis juga menyampaikan terima kasih
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah bagian dari generasi muda yang merupakan penerus generasi 

dalam rangka mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya 

manusia dalam pembangunan nasional. Masa yang sedang dilalui anak merupakan 

tahap perkembangan generasi muda, berkualitas atau tidaknya generasi muda tersebut 

sangat ditentukan oleh pembinaan semasa anak-anak.

Keberadaan anak didalam lingkungan sosial sangat perlu mendapatkan 

perhatian terutama mengenai tingkah lakunya. Dalam perkembangannya ke arah 

dewasa, kadang-kadang seorang anak melakukan perbuatan yang lepas kontrol, ia

melakukan perbuatan yang tidak baik, bahkan melakukan perbuatan melanggar

hukum sehingga dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan 

oleh anak disebabkan berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari 

perkembangan, pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan 

informasi, kemajuan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang 

tua telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat 

yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu anak yang 

kurang mendapat atau bahkan tidak mendapat kasih sayang, asuhan, bimbingan dan 

pembinaan dalam pengembangan perilaku, sikap, penyesuaian diri, aktualitas diri,
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serta pengawasan orang tua, wali orang tua asuh, akan mudah terseret arus pergaulan 

masyarakat dan lingkungan yang kurang sehat dan merugikan perkembangan 

pribadinya.1

Stephan Hurwitz, mengemukakan keadaan yang mempengaruhi 

perkembangan fisik, mental dan bagi penyesuaian sosial (social adjustment) si anak 

dan remaja adalah :

1. Keadaan keluarga tidak wajar (a-typical) karena kelahiran anak di luar pernikahan

2. Penempatan anak di luar rumah

3. Keadaan keluarga a-typical lain, mencakup broken home terutama
n

4. keadaan ekonomi keluarga, pula hubungan antar keluarga dan lain-lain

Dari keadaan tersebut, faktor ekonomi merupakan faktor yang cukup dominan 

penyebab anak melakukan perilaku yang menyimpang atau perbuatan melanggar 

hukum, apalagi dalam Negara berkembang seperti Indonesia, terlebih lagi yang 

sedang mengalami krisis multi dimensi dapat berpengaruh pada perilaku dan 

selanjutnya berpengaruh menjadi Juvenile Deliquency (Anak nakal).

Paul Moedikno memberikan perumusan mengenai pengertian Juvenile 

Deliquency, yaitu sebagai berikut:

a. Semua perbuatan yang dari orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak- 

anak merupakan delinquency. Jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum 

pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh dan sebagainya.

‘ Penjelasan Undang-Undang RI No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
Stephan Hurwitz, Kriminologi disadur oleh Ny. L. Moeljatno, Bina Aksara, Jakarta, 1982, hlm 112.
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kelompok tertentu yangb. Semua perbuatan penyelewengan dari

menimbulkan keonaran dalam masyarakat, misalnya memakai celana jengki tidak

norma

sopan, mode you can see dan sebagainya.

c. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, 

termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain.3

Untuk menyelesaikan masalah-masalah anak nakal atau menangani perkara 

yang dilakukan oleh anak-anak, pemerintah telah membentuk peraturan tentang itu, 

yaitu Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.4 Undang-Undang 

tersebut dibentuk berdasarkan pertimbangan yang ditegaskan dalam konsiderannya 

yaitu:

a. Bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya 

manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita peijuangan bangsa, yang 

memiliki peranan strategis dan mempunyai cirri dan sifat khusus, memerlukan 

pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan 

perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang;

b. Bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap 

anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun 

perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan 

mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.

* Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm 9.
Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa yang 

dimaksud dengan Anak Nakal adalah Anak yang melakukan tindak pidana, atau Anak yang melakukan 
perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun 
menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.
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Peradilan pidana anak merupakan suatu peradilan yang khusus menangani 

perkara pidana anak. Penyidik Anak, Penuntut Anak, Hakim Anak, Petugas 

Pemasyarakatan Anak merupakan satu kesatuan yang termasuk dalam suatu sistem 

yang disebut dengan Sistem Peradilan Pidana Anak, bertujuan untuk menanggulangi 

kenakalan anak, sekaligus juga diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap 

anak yang mengalami masalah dengan hukum.5

Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah 

memberikan perlakuan khusus terhadap anak-anak yang melakukan suatu tindak 

pidana, baik dalam hukum acaranya maupun peradilannya. Hal ini dilakukan 

mengingat sifat anak dan keadaan psikologinya dalam beberapa hal tertentu 

memerlukan perhatian, perlakuan serta perlindungan yang khusus , terutama terhadap 

tindakan-tindakan yang pada hakekatnya dapat merugikan perkembangan dan 

pertumbuhan mental maupun jasmani anak.

Penyidikan terhadap anak nakal, dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan 

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain 

yang ditunjuk oieh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Meskipun penyidiknya penyidik Polri, akan tetapi tidak semua penyidik Polri 

dapat melakukan penyidikan terhadap perkara anak nakal. Dalam Undang-Undang

;yu penyidik anak, penyidik inilah yang berwenang’u. 3 Tahun 1997 dikenai adai

Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhudap Anak duiain Sistem Peraduan Anak di irulonesiu, 
Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm 4
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melakukan penyidikan. Penyidik anak diangkat oleh Kapolri dengan surat tersendiri 

untuk kepentingan tersebut.

Untuk dapat diangkat sebagai penyidik anak, Undang-Undang ini melalui 

Pasal 41 ayat (2) menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang anggota 

Polri, sebagai berikut:

a. Telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh 

oleh orang dewasa

b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.

Menjadi penyidik anak memang tidak cukup hanya kepangkatan yang

memadai, tetapi juga dibutuhkan pengalaman seseorang dalam melakukan 

penyidikan, sehingga sangat menunjang dari segi teknis penyidikan. Disamping itu 

yang tidak kalah pentingnya adalah mengenai minat, perhatian, dedikasi, dan 

pemahaman masalah anak, akan mendorong penyidik anak dalam menimba 

pengetahuan tentang masalah anak, sehingga dalam melaksanakan tugasnya penyidik 

akan memperhatikan kepentingan anak.

Jika dalam penyidikan perkara anak nakal dilakukan oleh penyidik anak, 

maka pada tahap penuntutan dilakukan oleh Penuntut Umum Anak. Dasar hukumnya 

adalah Pasal 53 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997. Penuntut umum anak diangkat 

berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa 

Agung. Untuk dapat diangkat sebagai penuntut umum anak, Pasal 53 ayat (1) 

memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi, sebagai berikut:
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a. Telah berpengalaman sebagai penuntut umum tindak pidana yang 

dilakukan oleh orang dewasa.

b. Mempunyai minat, perhatian , dedikasi, dan memahami masalah anak.

Pada prinsipnya, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 menghendaki agar setiap

kejaksaan negeri memiliki penuntut umum anak untuk menangani perkara anak nakal. 

Akan tetapi apabila suatu kantor kejaksaan negeri sementara tidak mempunyai 

penuntut umum anak karena alasan belum ada yang diangkat lantaran belum ada yang 

memenuhi syarat, atau karena penuntut umum terkena pindah mutasi, maka menurut 

pasal 53 ayat (3) tugas penuntutan perkara anak nakal dibebankan kepada penuntut 

umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh 

orang dewasa.

Pemeriksaan sidang anak nakal dilakukan oleh hakim khusus yaitu hakim

anak. Pengangkatan hakim anak dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung RI dengan

surat keputusan, dengan mempertimbangkan usul Ketua Pengadilan Tinggi (Pasal 9

UU No. 3 Tahun 1997), Pengangkatan hakim anak oleh Ketua Mahkamah Agung

bukan oleh Mentri Kehakiman, karena hal tersebut menyangkut teknis yuridis 

pengadilan dan merupakan pengangkatan hakim khusus (spesialis).

Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai hakim anak dalam Pasal 10 UU 

No. 3 Tahun 1997 menentukan sebagi berikut:

a. Telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam lingkungan 

peradilan umum

b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.
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Untuk dapat dilaksanakan ketentuan diatas diperlukan peraturan pelaksanaan 

yang menyangkut berapa lama pengalaman seorang hakim di pengadilan negeri 

dianggap memenuhi syarat untuk diangkat sebagai hakim anak. Walaupun banyak 

tersedia hakim yang telah berpengalaman lama, akan tetapi mereka tidak mungkin 

dapat diangkat menjadi hakim anak apabila yang bersangkutan tidak memiliki minat, 

perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak. Ini berarti tidak semua yang telah 

berpengalamandapat menjadi hakim anak.

Bagi anak nakal, Pasal 22 Undang-Undang No. 3 tahun 1997 menentukan

ancaman sanksi berupa sanksi pidana atau sanksi Pidana yang dijatuhkan terhadap

anak nakal, menurut Pasal 23 Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan

Anak, meliputi pidana pokok dan pidana tambahan. Sedangkan tindakan yang dapat 

dijatuhkan terhadap anak nakal diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang No. 3 Tahun 

1997 tentang Pengadilan Amak. Khusus mengenai sanksi terhadap anak dalam 

Undang-Undang ini ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak 

yang masih berumur 8 sampai 12 tahun hanya dikenakan tindakan sedangkan anak 

yang telah mencapai umur 12 sampai 18 tahun dijatuhkan pidana. Pembedaan 

perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan 

sosial anak.6

Namun dalam kenyataanya hal ini belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, 

ini terlihat bahwa dalam melakukan penyidikan, penyidik anak masih memakai 

pakaian dinas, pemeriksaan perkara dilakukan terbuka untuk umum. Adanya anak

6 Wagiati Soetodjo, Op.Cit, hlm 30
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yang dipidana penjara seumur hidup, pidana penjara 15 tahun, atau 10 tahun. Anak- 

anak berusia dibawah 18 tahun yang berkonflik dengan hukum menjalani proses 

penyidikan seperti lazimnya pada orang dewasa, termasuk proses interogasi yang tak 

diwarnai kekerasan. Begitu pula ketika ditahan, anak-anak itu dicampur

dengan orang-orang dewasa.

Kasus yang paling terbaru adalah ditangkapnya sepuluh anak pada tanggal 29 

Mei 2009 di areal Bandara Soekarno Hatta oleh anggota Polres Bandara Soekarno 

Hatta. Sepuluh anak ini adalah penyemir sepatu, mereka ditangkap sekitar pukul 

11.00 WIB di areal parkir terminal BI bandara dengan tuduhan melakukan praktek 

judi. Penangkapan tersebut juga disertai kekerasan dan penganiayaan. Mereka 

dijebloskan ke LP Anak-Anak Tangerang.

Menurut Sekjen Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait, dia melihat 

ada kesalahan prosedur yang dilakukan aparat untuk menangkap anak-anak tersebut. 

Awalnya mereka dituduh mencuri, namun karena tidak ada bukti tuduhan dialihkan 

dengan melakukan perjudian karena saat diperiksa aparat menemukan banyak koin di 

saku celana mereka.9

jarang

8

Menurut pengakuan korban dan orang tua mereka, kesepuluh anak itu juga 

dibentak, dipukul, dijemur tanpa pakaian, dan tidak dipertemukan dengan orang 

tuanya saat diperiksa. Mereka juga tidak ditemani ataupun ditawarkan pendamping

7 Maidin Gultom, Op.Cit, hlm 5
8 Majalah Restorasi, §uryadi Radjab, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, Edisi I Volume I, 
2004, hlm 7.
9http://megapolitan.kompas.com/read/xml/2009/08/04/2l420835/kasus.I0.bocah.bandara.kDai.sesalka 
n. keputusan. hakim, diakses tanggal 1 September 2009.

http://megapol
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diperiksa. Bahkan mereka dipaksa untuk menandatangani berkas 

pemeriksaan. Soal penahan pun, orang tua mereka tidak diberitahukan. Para orang tua 

mengetahui anak-anak mereka ditahan dari tetangga mereka yang melihat kejadian

acarasaat

• : 10ini.

Sehari menginap di tahanan Polres Bandara mereka pun dititipkan ke LP 

Anak Tangerang. Setelah 30 hari mendekam barulah mereka diberikan penangguhan 

atas desakan dari LBH Masyarakat yang menemukan kesepuluh anak itu di tahanan 

pada 9 Juni 2009. Kesalahan prosedur dalam penahanan anak-anak ini juga 

merupakan bukti lemahnya pendekatan terhadap penanganan kasus anak.

Proses hukum yang mengabaikan kepentingan bagi anak, salah satu 

bentuknya dengan kekerasan dari berbagai pihak yang dialami si anak dikhawatirkan

tidak memberi fungsi rehabilitatif dan mendidik seperti yang diinginkan. Bukan tidak

mungkin proses ini malah memberikan dampak psikologis dan trauma yang jauh 

lebih besar dari kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku yang masih anak-anak. Proses 

ini bisa saja menjadi suatu keadaan yang akan membentuk prilaku anak yang lebih 

pandai dalam melakukan kejahatan. Dalam usia muda, beberapa anak nakal telah 

menjadi residivis, lebih dari satu kali mereka keluar masuk penjara atau anak yang 

mengalami trauma akan tumbuh dengan dendam dan tidak percaya pada nilai-nilai 

sosial serta adanya stigma yang telah melekat didirinya yang mengakibatkan anak 

tersebut merasa tidak dapat diterima lagi oleh masyarakat.

h ttp_. //www. pos kota, co. id/ber it a-1 er kini/2009/07/27/anak-bandcira-terancam-neni ara. diakses 
tanggal 1 September 2009.
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Ada perkembangan yang menarik tentang alternatif penanganan anak yang 

berkonflik dengan hukum atau anak nakal. Dalam alternatif ini, telah dimasukkan 

semangat bahwa masuknya anak-anak ke dalam sistem peradilan pidana tidak 

menjadikan anak-anak menjadi lebih baik. Penanganan yang disebut dengan istilah 

Restorative Justice, mengarah pada penyelesaian suatu masalah secara musyawarah 

dan tanpa bersentuhan dengan sistem peradilan, alternatif yang kini sedang 

dikembangkan diseluruh dunia dengan sebutan out of court settlement.11

Restorative Justice adalah proses yang melibatkan semua pihak pada 

kejahatan, khususnya untuk memecahkan secara bersama-sama bagaimana mengatasi 

akibat dari suatu kejahatan dan implikasinya di masa yang akan datang.12

Dalam penanganan anak nakal, konsep Restorative Justice ini menjadi sangat 

penting karena menghormati dan tidak melanggar hak anak. Restorative Justice 

setidak-tidaknya bertujuan untuk mengoreksi perbuatan kriminal yang dilakukan oleh 

anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban dan lingkungannya. Anak 

yang melakukan tindak pidana dihindarkan dari proses hukum formal karena 

dianggap belum matang secara fisik dan psikis, serta belum mampu 

mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Seperti yang disebutkan 

dalam Konvensi Hak Anak Pasal 40 ayat (3) huruf a:13

11 Majalah Restorasi, Melani, Restorative Justice Ala Potren Perlu Dikembangkan, Edisi VII Volume 
II, 2006, hlm 7.
2009^emahan dari yrW'"■restorativeiustiee.org. IntroducAinn Restorative Justice, diakses tgl 15 Maret

13 Majalah Restorasi, Fathuddin Muchtar, Restorative Justice System dan Penanganan Anak yang 
Berkonflik dengan Hukum di Indonesia, Edisi 9 Volume IV, 2008, hlm 28.
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“bilamana perlu dan dikehendaki, langkah-langkah untuk 
menangani anak-anak seperti itu tanpa menggunakan proses 
peradilan, asalkan hak-hak asasi dan kaidah-kaidah hukum tetap 
dihormati sepenuhnya ”

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik membahas mengenai

alternatif penanganan anak nakal dan membahasnya dalam bertuk skripsi yang

berjudul:

“KONSEP RESTORA TIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN ANAK

NAKAL DI INDONESIA”

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka timbul permasalahan yaitu:

1. Bagaimanakah konsep Restorative Justice dalam penanganan anak nakal?

2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam 

pelaksanaan Restorative Justice?

C. Ruang Lingkup Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan meyeluruh 

pembahasan skripsi ini, serta menghindari agar pembahasan tidak menyimpang dari 

masalah yang diangkat, maka untuk itu penulis perlu memberikan batasan 

lingkup penulisan yaitu mengenai hal-hal yang menyangkut konsep Restorative 

Justice dalam penanganan anak nakal.

mengenai

ruang
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D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui konsep Restorative Justice dalam penanganan anak nakal

2. Mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan

Restorative Justice.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil kajian dalam penulisan ini dapat memberikan sumbangan dalam

pengembangan Ilmu Pengetahuan di bidang Hukum khususnya mengenai

pidana anak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan informasi dan

masukan kepada masyarakat, pemerintah dan aparat hukum dalam 

penyelesaian masalah penanggulangan anak nakal.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang utama untuk memperoleh data yang 

lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga tujuan peneliti

dapat tercapai. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini 

adalah:

an
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1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian 

yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data pustaka atau bahan 

sekunder.14

2. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang dilakukan adalah yuridis normatif, yang menitik

beratkan pada penelitian untuk mempelajari dan menelaah konsep-konsep,

teori-teori serta ketentuan dalam peraturan yang berkaitan dengan masalah

penanganan kenakalan anak.

3. Jenis dan Sumber Bahan

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang 

berdasarkan pada data sekunder. Data sekunder ini diperoleh dari studi 

kepustakaan, yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, 

hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, makalah, jurnal-jurnal hukum dan 

putusan hakim serta bahan-bahan hukum yang meliputi:15 

a. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang mengikat, meliputi: 

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

200°eh°nO13OekantO’ PeneliUan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakartir^awa’' ^

1.

3
15 Ibid, hlm 13

'A
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2. KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum 

primer, doktrin, yurisprudensi, dan asas-asas hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus

Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Buku-buku literature, Hasil-hasil

Penelitian, Hasil karya dari kalangan hukum, Koran, majalah, media cetak

dan elektronik.

4. Analisis Bahan Hukum

Setelah memperoleh bahan, dan mengolah bahan tersebut, maka dilanjutkan 

dengan menganalisis bahan yang diperoleh baik bahan hukum primer, sekunder 

maupun tersier secara analisis kualitatif dari sudut pandang ilmu hukum. 

Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara teratur dan sistematis, kemudian 

dianalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan.
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Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui 

keadaan yg sebenarnya.16

Analisa kualitatif merupakan analisa yang mendasarkan pada adanya hubungan 

sistematis antar variabel yang sedang diteliti. Tujuannya ialah agar peneliti

mendapatkan makna hubungan variabel-variabel sehingga dapat digunakan

untuk menjawab masalah yang dirumuskan dalam penelitian. Hubungan antar

variabel sangat penting karena dalam analisa kualitatif, peneliti tidak 

menggunakan angka-angka seperti pada analisa kuantitatif.17

17 bttp://pusatbahasa.diknas. 20.id/kbbi/'mdex.php. diakses tanggal 2 September 2009. 
la^g^fz^ptem'ber 2009^/tVC^//ar/24~°nalisis'kualitatif-dalam~Denelitian-so'iial htmI diakses
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